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:;:I Pendahuiuan

-peradilan .pidana. negara .

kepohsmn merupakan sub-sistem da

‘termasuk. - administrasi -

budaya nega‘ra yéng bersangkutan e
. «+Karena. itu; untuk-mengenal -per-

?kembangan kepolisian; kita‘harus pula
_ mengenal ‘perkembangan pohtik eko~ o

. nomi dan sosial-budaya;

Kepolisian® di.-Indonesia berkem- .
"bang ‘semenjak-zaman. -penjajahan

‘Belanda,: zaman pendudukan Jepang,
: zaman “réevolusi- fisik, - zaman RIS,

fzaman demokrast pariememer zaman' ’

.demokmasi terpimpin, zaman Orde

: Bam (setelah pemberontakan GBOS/..':
j' PKI) dan -tuntutan..zaman - refmmasx ;

dewasa iniy-

- Pada waktu yang akhir-akhir ini,
‘banyak para pakar dan tokoh masya-
‘rakat yang menyuarakan kedudukan

Polri . sebagai bagian dari ABRI

- sistem administrasi negara dan sastem'. :
masing--. .
-masing, bahkan sistem administrasi. .

-negara. (jadi, . juga.

kepolisian) ..
selalu: berka1tan «dan: sahng mempe-i’
gngaruiu dengan ‘keadaan dan perkem-
g olitik, ekonomi dan sosial-""

¢ an ~dan’keamanan “negara.: Dengan
"f'demxkxan ‘'sistem’ admxmstrasi < '
* sian” merupakan sub-sxstem

-.adilan.pidana dan. snstem pertahanan
“dan keamanan negara

PERKEI\BANGAN KEPOLISIAN
\LAM SISTEM ADMINISTRASI
NEGARA IND ONESIA

Poln secara . resmx --:-,mempakan

:bagxan dari « ABRI- ‘semenjak <TAP
MPRS ‘tahun -1960° dan_ UU ‘No. 13/

kankan pula dengan sxstem pérfaham

tem administrasi negara sist

“Era refnrma& yang sedan'
gelora dewasa ini menuntut r

total yang mencakup reformasi poh—

tik, .ekonomi. dan' ‘hukum . yang:di

-dalamnya termasuk reformasis ABRI
: dan reformasi-Pold. :

~Rambu-rambu < reformasi; sep i

‘Pancasila dan UUD 1945 dan damba-
an ‘rakyat akan - demokratisasz ke-
, sejahteraan yang lebih baik dan me-
‘tata, - pelestarian-* lingkungan ™ hidup

serta  keadilan"'dengan “kepastian

* hukum yang melilndungi “hak-hak

azasinya, seyogianya tetap digunakan
dalam pembahasan ataupun dalam




pelaksanaan reformasi Polri  dan
“reformasi yang menyeluruh.

' Agar pembahasan kedudukan Polsi
di masa datang benar-benar sesuai
dengan semangat dan tujuan refor-

:-‘--sebagax baglan dari
sastem administrasi ‘negara, sistem
peradﬁan pidana serta- kenyataan Pold
sebagai bagian dari ABRI dan sistem
pertabanan dan keamanan negara). - .

Tulisan singkat ini tidak: mungkin
mengura;kan secara_lengkap seluruh
perk mbéngan dan _keadaan Polr,

namun Kiranya' cukup unluk mempaul
kan bag; pembahasan ke-

__fungs:, orgam—

dengan unsur angkatan perang dan
instansi-instansi  ferkait,
regional'dan internasional.

11: Kepolisian :Pada Zaman Hmd:a

- Belanda -

Kedudukan fugas, fungsx, organi-
sasi'’dan” hubungan ‘serta’ fatdi cam

kerja-kepolisian pada ‘zaman Hindia
Belanda~tentu  diabdikan -~
kepentingan - -pemerintah  kolonial,

Sampai-. jatuhnya: Hindia . Belands,

kepolisian. tidak  pernah :sepenulinya
membawah: pada. Departemen Dalam
Negeri. Di Departemen Dalam Negeri

maka perlu dlgunakan pen-;

dan_ tata cara‘_
kerja Polri, baik intern ataupin extern’

nasnonal

untuk’

memang berkantor "Hoofd van de
Dienst der Algemene Politie” yang
hanya beriugas di b:dang adminis~
trasi/pembinaan, seperti kepegawalan
pendidikan (terutama SPN- di Suka-

-.bumx) dan perlengkapan. .

da pada Resu.i“en yang dibantu
en’ Resxden Rechts politie diper-
anggung]awabkan pada "Procureur

dia Belanda-terdapat. bermacam-
cam bentuk kepohs;an seperti Veld
itie (pOliSl lapangan), Stads politie

‘__,,;'(pohs1 kota), Cultuur polme (polisi

pertanian), ‘Bestuurs  politie (polisi
pamong praja) dan lain-lain.” i

Sejalan dengan’ sistem adrninistrasi
negara - waktu itu;  ‘pada kepohs:axf:
juga “diterapkan -'pembedaan “jabatan
bagi- bangsa Belanda dan pribumi.
Pada .dasarnya' pribumi tidak diper--
kenankan menjabat: Hoofd Agent.
(bmtara) Inspecteur van Politie dan
Commisarnis_van Politie. Untuk pn{-
bumx selain menjadx agen polisi di-.
cxptakan Jabatan seperti Mantri Pohs:,_
Asisten 'Wedana dan Wedana Polisi.
De:mkmn pula dalam praktek peradll-:
an’pidana, !erdapat perbedaan Land-:
gerecht dan Raad van Justme o

1. Kepolisian pada Zaman Penduo-
- dukan Jepang
Pada masa pendudukan Jepang,'
1942-1945, - pemerintahan - fentara’
Jepang membagl Indonesia dalam”2
lingkungan kekuasaan, yaitu: -



1. Sumatera ]awa

2 Indonesié”
«;Kalimantan oleh Angkatan Laut
“Dalam miasa’ ini,’ banyak: anggota

kepohsxan bangsa Indonesia “ 'meng-

gantzkan kedudukan dan’ kepangka!an"
bagi b"':gsa ‘Belanda’ sebelurnnyaE
Pusat Kepohs:an di Jakarta dmama{
tsu Bu dan kepalanya"
dzsebut Keisatsu Bucho. Kepoixs:an'
Jawa dan Madura Jjuga - ber-:

kan N

kédudukah d1 Jakarta untuk Sumaiera

berkedudukan d1 Bukutmggl Indo-x
nesia bagaan Timur berkedudukan di

Makassar dan Kalimantan berke-
dudukan di Banjarmasin. -

Tiap-tiap kantor polisi- d: daerah

meskipun. .__c:h__i;gga_;:o:;\]:;uE oleh, seorang
pejabat kepolisian bangsa Indonesia,

tapi.selalu didampingicleh pejabar
Jepang yang -disebut Sidookaan yang’

dau Madum

baglan '"ﬁmur d_an_,

kepala pohsx

‘Beda dengan zaman Hindia ]
da’ yang menganut HIR pa_"
masa pendudukan Jepang, yan be X
wenang menyidxk hbanya p'o'
polisi j juga memimpin organisasi_
disebut Keibodan (semacam Har

1V. Kepolisian pada Zaman' Revo-.
tusi Fisik

- Tidak ‘lama- setelah- Jepang: me-
nyatakan menyerah tanpa syarat ke-
pada..Sckutu; pemerintah .. militer
Jepang membubarkan Peta: dan:.Gyu-
Gun, sedangkan polisi tetap bertugas;
termasuk = waktu  Soekarnoc-Hatia
memproklamasikan kemerdekaan In-

donesia - pada -tanggal 17 Agustus

1945, Secara :resmi atau-tidak- resmi
kepolisian menjadi kepoi;snan Indone-
sia yang merdeka. - ' e




' enyatakan Poelisi
Repoeblzk Indo-

5 , 21 Agoestoes 1945

_ prokiamam, tentunyal tidak
‘mungkin’: mengganti peraturan’* per-;,
undang-undangan, maka’diberlakukan

pemturan ‘perundang-undangan-Hin-
dia»: Belanda;

dalam peraturan peralihan UUD 1945.
~“Tariggal -1 Juli"1946 -dengan TAP
Pemerintah No. 11/SD/1946 dibéntuk
Djawatan Kepolisian’Negara Vang

bertanggung jawab -langsung  ke-

pada- Perdana - Menteri. - Semua
fungsi: ‘kepolisian: - disatukan - dalam
Jawatan’ “Kepolisian “Negara “yang
memimpin kepolisian di seluruhtanah
air..Dengan - demikian lahirlah Ke-
polisian: Nasional Indonesia (Indone-

A. >Jasin,’ -Koiﬁapdan - Polisi;
'_IaWa Timur'dl Surabaya_

7 __Agaestoes 1 945 2

V ..Pohsul
_ Mob:le Bn gade

termasuk - 'mengenai’
kepolisian, seperti' yang:tercantum’

sian Natlonal Pohce)-‘» ‘yang sampax
hati - ‘ 5
Bhayangkara
Jawatan Kepohsmn Negara men
catat’ jumlah anggota Polri sebanya_
31.620 dengan juinlak pénduduklebik '
kurang 60 juta, Dengan demakxan_"
“police ‘population ratio” wakiu ‘itas
adalah 1.:500. :

Istxmewa

penumpasan pembemntakan PKI dl
Madiin, :dan lain-lain. Jadi: semenjak
lahimya: Polri adalah Polisi-pejuang;:
bersamé angkatan perang dan’ rakyata,
pejuang. - S

“'Pada’ masa Kabinet -pfes:déntiélf
pada“tanggal’ 4' Februari 1948 di-
keluarkan:"- TAP" Pemerintah-*"No.
1/1948 yang menetapkan bahwa Polri-
dipimpin langsung. . oleh . Presiden/
Wakil . Presiden . dalam kedudukan
sebagal Perdana ‘Menteri/Wakil Per—
dana Menteri.

.+Pada” masa’: revolusx fus1k KKN
RS Sockanto: telah: mulal menata
organisasi. kepolisian:~di-- seluruh.
wilayah RL . i




wPada :Pemerintah. Darurat RI.
(PDRI)- yang diketuai: Mr. Sjafrudin’
Prawiranegara yang berkedudukan di:

Sumatera Tengah, Jawatan Kepolisian
dlpunp1
(mnggal-- 22 Desember 1948)

V Kepohsmn pada Zaman RIS

- oleh .XBP. . Umar - Sald_ﬁ

jawabkan - pada- Mented "“Dgzlam
Negeri. «Kelihatan ‘di sini’ pengaruh.-‘.
ketentuan - pada:: - zaman.: Hindia-
Belanda. Umur RIS hanya beb 'rapa'f
bulan. fi i

- Sebelum .. dlbentuk Negara “Ke-
satuan: Rl pada tanggal 17 Agustus.
1950 pada tanggal o7 Junio 1950

No. 150, o“rga-.,
_nisasi-organi-
‘sasi kepolisian
negara-negara
bagian disatu-
_kan -dalam Ja-
watan  Kepo-
lisian Indope-
sia.

i Sebagai’t hasil » konperensi ‘Meja.
Bundar antara Indonesia dan'Belanda,’
dibentuk- Republik Indonesia Serikat’
RS Soekanto diangkat sebagai Kepala,
Jawatan: Kepolisian. RIS . dan. R.
Sumarto:: diangkat - sebagai - Kepala
Kepohszan Negara RI, berkedudukau
di ‘Yogyakarta, : ;

“Dengan Keppres RIS No. 2 2 fahun’
1950dinyatakan, bahwa Jawatan Ke-
polisian ‘RIS ~'dalam ‘‘kebijaksanaan
politik polisional (politiek politionaal
beleid) berada "di--bawah .Perdana
Menteri ‘dengan perantaraan - Jaksa
Agung,- sedangkan dalam hal admi-
nistrasi pembinaan, dipertanggung-

pelebnra:.n'_

* disadari adanya"
© kepolisian” ne-
P woigard: yang:s di-
pimpin secara sentral, baik di-bidang:
kebijaksanaan - siasat - kepolisian
maupun .administratif,. organisatoris.:
Dalam: hubungan ini disusun syamt—.-
syarat.sebagai berikut: 5

1: Pimpinan- tertmggi dalam"‘i::hal
-menggerakkan ‘organisasi dan_ pe-

- meliharaan, peralahan berada..da-
lam satu tangan; ..

2. Adanya: penetapan pembagzan : ke-
- kuasaan -yang ‘terang’ dan tegas.
antara kekuasaan kepolisian’ sipil
-:dengan-Polisi Militer dan lain-lain

~: instanst sipil; s
3. Perlunya’ undang-undang ' ‘baru
mengganti  undang-undang - lama



- duyang:tidak sesuai -dengan per-:

.:;mbahan dasarf:e‘P 1131 tersebut di

,-.;atas umpamanya undang-undang'
~yang ‘merubah HIR dan. sebagais

1950, 'dlbeﬂakukan UUDS. 1950 yang

mengan‘ut Sis:.em parlememer Kepala

RS.f;f _oekanzo bertanggung ]awab
kepada Perdana.Menteri. .

Waktu KKN RS Soekanto kemball_

dxgunakaxﬂah bekas kantor Hoofd van

de” Dxenst der’ Ajgemene Polme di

gedung Depaxtemen Dalam Negen

Kebayomn Bam dengan se-
butan Djawatan Kepohsxan Negara RI

Sampau penode ini- Kepollsmn ber—
statis'sipil. Anggota Polriterorganisir
dalam’ Persatuan Pegawai Polisi: Re-

p’i}bii_k{'lndon@sia (P3RD), sedangkan

bagi~isteri polisi semenjak zaman
revolusi- sudah - dibentuk organisasi

yang“ sampai sekarang dikenal dengan

nama’Bhayangkar. Kedua orgamsasx
ini memlhh Ketua dan pengurusnya
secara’ demokratis, ' Dalam pemilu
1955°P3RI bersama Bhayangkari ikut
memilih dan’ dipilih. Mereka meme-

fViI. Ke_palisiaﬁ

nangkan ‘kursi-di - Konstituante -dan’
Parlemen. ~Wakiu itu: gaji - pegawai:
negeri ‘sipil; berada ~di- bawah gaji:
anggota angkatan perang. P3RI mem-
perjuangkan :perbaikan gaji-daa ber-
hasil. melah;rkan Pemturan Ga_]1 Pohsi' :
(PG—Poi) R N
“Dalam penode demokrasi parle--
menter il Perdana’> Menter ‘danm
Kabinét berganta rata?rata' rang dan.:
I"“tahun. Polri ‘yang “otonem ‘di
bawah Perdana. Menten, membe-
nahi orgamsasa dan administrasi serta
membangun labomtonum forensik;
membangun ¢ Polisi * Perairan {dan’
memiliki kapal- pohsx bemkuran 500
ton).” Polisi “Udara’ seita* menglnm'
ratusan perwira Polri belajar ke luar
negeri, terutama ke Amerika Serikat.

“Di’ bxdaug operas1 dalam meiak—
sanakan ‘tugas’ sebagal aiat s;egara
penegak hukum, peimdung ‘dan
pengayom masyarakai Polisi dihor~
mati karena kemampuan pmfesmnal—
nya. Polri telak membongkar perkara-
perkara besar, seperti kasus Jiingsch-
lager, “kasus~ Kashmiri Pnncess
peristiwa ‘Cikini dan lain‘lain. -

Sebagai Polist pejuang, kééaﬁia’h
Polri juga ikut aktif dalam penum-—
pasan pemberontakan seperti DIT.[I
PRRI, Permesta kemudian juga daia_;g
operasi Dwikora dan Trikera, ber-
sama-sama Angkatan Perang, 4
pada Zaman

Demokrasi Terpimpin .

Dengan Dekrit Presiden 5 Juli
1959, setelah kegagalan Konstituante,



Indonesia ~kembali ke UUD . 1945

namun -dalam peiaksanaannya kemu-

dian i)anyak menyxmpang dari UUD

J’abatan Perdana Menten (aim Ir:

E]uanda) d;gantx “dengan - sebutan
Menteri Pertama, Polri masih tetap
membawah pada Menten Pertama

i Keppres Mo,

Negar_a ex«oﬂ“ c:o

v Pada tanggal. 13 Iul 1959 dengan
Keppms Ne:; 154/1959. KKN diangkat
menjadi . Menteri .Muda . Kepolisian
bersama . Menteri Muda. Pertahanan,
Menteri Muda. Kehakiman.dan Men-
teri Muda Veteran

‘Pada tanggal 26 Agustus 1959
dengan Surat Edaran Menteri Pertama
No. llMP/RIIIQSQ ditetapkan sebutan
Kepala Kepoixsmn Negara .(KKN)
diru menjadi Menteri  Muda
Kepolwwn yang. memzmpm Departe-
poiz.s:an (sebagax ganti -dari

D;awatan Kepohsxan Negara)

. Waktu Presiden Soekamo - Jie-
nyatakan .akan’ membentuk . ABRI
yang ter»

nyampai- .

katan. Perang lainnya dan. dzmasukka

keberafannya dengan alasan .untuk
menjaga . profesionalisme - kepolas;an
Bila. Presidén Soekamno:: tetap.:.akan
melaksamakan gagasannya itu;:maka
RS Soekanto menyatakan hahw&
“pengabdiannya sampai di sini saja”.
Pada tanggal 15 Desember 195 RS
Soekanto” d:berhentlkan sem
dari jabatannya sebagm
Menteri Muda ‘Kepolisian, ‘Bérak
lah-karier  "Bapak  Kepolisian -RI”
tanpa putus dari 29 Septemiber 1945
sampai dengan: 15 Desember 1959,
Dengan TAP'MPRS No. Il dan:Iit
tahun 1960 ‘dinyatakan bahwa - ABRF
terdini atas Angkatan Perang . “dan
Polisi . Negers. Berdasarkan. Keppres
No. 21/1960, sebutan Menteri Muda
Kepohsran d:tladakan dan se]anjutnya;
disebut Menteri/KKN bersama: Ang-

dalam bidang Keamanan Nasmna

Tanggal 19 Jum 1961, DF3
mengesahkan UU Pokoic Kepo
No. 13/1961, Dalam UU ini dinyata-
kan lagi kedudukan Polri sebagx salal
satu unsur ABRL. '

Dengan Keppres No.
Menteri/KKN,

- (pereaBUNG H

94/1962,
Menten/KASAD

. Menten/
. Mﬁﬁtﬁ.ﬁl
-KsAU,
- Menteri/

. Jaksa

) - Agung,

o Menterd

. Urusan

RS mo - Veteran

Um@ dikoor




dinasikan oleh Wakil Menteri Pertama:
bldang Pertahanaaneamanan ST
Xeppres No 134/1962‘

Menten/Panghma Angkatan pohsa-f

"Poin Iangsung bertanggung
}awab ‘kepada * Presiden  sebagai
Kep aPemermtahanNegem

n__d' entukan sebagal berkut:
. Aiat;zaegara Penegak Hukum

a

b :

c. Tkut serta dalam pertahanan e
dm_ ?embmaan Kamnbmas
£

e gax alat ravoiusa

arkan Keppres No. 155/
196 A ianggal 6 Jula 1965, pendidikan
AKABRT disamakan bagi Angkatan
Pe:ang dan Poiri. selama 1 tahun di
Mageiang

" Sementara- ‘i dalam :ahun 1964: =
dan 1965, pengaruh PKI ‘bertambah

besar, karena -politik NASAKOM

Presiden- Soekarno dan PKI mulai
menyusipi ‘mempengaruhi sementara -

anggota ABRI dari keempat angkatan.

. Kabinet Dwikora’ yang Disempuma-i

anm Keppres No. 290/1964,
kedudi_;kan tugas.dan tanggung jawab

. tahun 1 (Repelita I) Pada awal 0

trative.
. Pembantu: Presiden .untuk Penyem-
. .purnaan;, Aparatur dan Administrasi
‘Pemerintah (Tim PAAP) yang dipimpin

Vil Polri: Setelah Pemberontakamn
GSOS/PKI dan -5:-:-Zaman Oz'de; '
Baru - : .

Sepem dlmak!uxm s#teiah pembe--
rontakan  G30S/PKI, _sehutan ‘dani
kedudukan Menteri/Panglima angkat-
an’masih dilanjutkan. Jendral Suharto
menjabat Menﬁen{Panghm Angkatan'-
Darat:. o s

1966, !ah:rlah zaman ‘Orde Ba :
benekad untuk meiaksanakan Panca-
sila’ dan vuD 1945 secara murm dan
konseknén. ¥

Tanggal 27 Maret 1966 dllantxk:

kan ‘Lagi dengan “Jendral’ Suhaz‘tf“
sebagai Ketua Presidium Kabinet. -
Periode 1966-1969, disebut pe
de stabilisasi dan rehabxhtasx dengan’
sasaran agar tahun 1969 dapat dxmulail
dengan pembangunan nasional luna

aru itu keadaan negara

" sekali, baik politik, ekonoxm sosxal:.

budaya dan aparatur negara, Karena
keadaan apamiur dan pemenntah
yang sudah sangat kacau,: maka
segera d:laksanakan penyempurnaan
yang menyeluruh {overall adminis-
reform).  Dibentuk . Tim

Menteri Tenaga Kerja-wakiu itu,

Pada tahun 1967, sesuai dengan.
UUD 1945 kedudukan Menten dari

“semua * pimpinan - “lembaga- negara

{tertinggi dan tinggi), yaitu MPRS;



DPR:GR, " Mahkamah “Agung, DPA
dan BPK./dihapus.’Pada tahun” 'yang
bersamaan kedudukan Menteris dari
keempat Pangl;ma Angkatan pun di-
cabut, -
Pangal Pangau.dan Pangak

+Karena': pengalaman yang pahxtt

dan peristiwa : G30S/PKI 'yang: juga

mencenmnkan tidak adanya integrasi-

VnSUr-uns ;‘_ABRI maka. untuk
_gkatan 'nteg:as: ABRI pada
tahun %67 den_gan__ SK F Presaden No.

dztetapkan' Pokok—pokok mgamsasy

dan Pmsedur Bx- L ,

yang menyé.takaﬁ_. Gy
bahwa ABRI mem- o

iima_Angkatan dan" R
bertanggung ‘jawab’
atas pelaksanaan tu- " -y
gas“dan kewajiban- " -
nya’: ‘kepada® Men. ¢
hankam/ Pangab R
Jendral” “Suharte™ 7 7
menjabat "Menhan-"+ '+ %
kam/Pangab’® yang
pertama - dan  kemu- -
dian setelah Jendral: . { ¢
Subarto, dipilih:se- . [ £
bagai Presiden pada - <lud
tabun 1968, jabatan. -

- sehingga - men_;adx }?angab.

gras1 ini yang mengaklbatk;a
karan bagi perkembangan Pol :
bukan merupakan Angkatan } Pera;

Pada tahun 1969 dengan Keppres
No.'52/1969, sebutan Panglima
katan™Kepolisian - diganti ke
sestiai dengan UU No. 13/1961; men-
}adi Kepala Kepolisian Negara -Ri,
namun smgkatannya tldak iagl
tap: KAPOLRI

Pergannan sebutan ini dlzesxmkan
_pada tanggal 1. Juli
o 1968 e
 Pada HUT ABRI
tanggal 5 Oktober
"7 1969 ‘sebutan Pang-
- “lina 'AD, ‘AL ‘dan
AU diganti. menjadi,
:_.Kepala Staf . Ang-
., Katan, - K/
KASAU.
sempatan
" anggota AL dan AU
memakai tanda TNI
dit kraag leher sepm
"AD, sedangkan PoIn
memakal tandax
POL." * Maksudnya
untuk  menegaskan
perbedaan .. . antara
Angkaan Perang dan
-'POhSl

~Pada tahun—tahun
~periamasetelzh -ber-
ada di: bawah Men-



_ .-hankaijangab :Polrirmasih-oronom,
:baik - operasional “matpun :adminis-
-tras:/pembmaan :Tapi, setelah:dilak-
.;sanakannya Repehta I dengan sistem
‘anggaran utin: dan sanggaman. pem-

_ bangunan, di ‘mana_anggaran’;pem-
bangunan - termasuk... export .. kredit

[ d';:'Deplzankam/MABES

ibali . kerjasama
dengan negara-negara : sahabat - dan
forgamsaﬂ internasional (yang pada
masa Presiden Sogkamo --di. “go. to
_hell”kan) -

.denga'n nagara-negara sahabat ‘seperti
DLG. dengan. Amenka Sankat Mxhn

ukkan dalam'kendsama mz!uer

Da samping itu sektor 31;)11 mulai
.kex]asama -dalam rangka:IGGI. (seka-
gang - CGI) Polri -pun -tidak: ikut
memanfaatkan. . karena., termasuk
ABRI Barulah: pada iahun...19§0, .atas
pérs_ptujuan Presiden .-dan- Menhan-
‘kam/Pangab,. Polri mulai--menjajagi
‘sendiri‘kerjasama teknik ‘luarneger,
erutama untuk pendidikan yang jum-
lah ‘sangat terbatas :sekali; ¢ yaitu
‘dengan Jerman untuk bidang reserse,
-dengan Inggrs.untuk "police mang-
gement” dan kemudian dengan Be-

:sedangkan:

telah . smerosot.
juga; menyatakan - bahwa - ‘sikap . dan

‘Tanda.:untuk - Polisi’: Lalu  Lintas,
menumt: Menhankzi’in?j
Pangab Jendral M. .‘i’usuf kemampuan
teknis - profesional . -khas -kepolisian
MenhankamfPanga‘b

przlaku anggota: Folri, sebagaz pela-

‘yan. masyarakat:yang tidak résponsif
‘telaly. menurunkan .citra:: Polri. “Ind

katanya, karena sistemini pendidikan
Polri telah: banyak. dguengam}u oleh

_ pendzdzkan militer yang mgas pokok__
dan. ﬁmgsmya berbeda o

wAnggaran untuk pengadaan perso-

-n_;l ‘karena ratio’ anggota Polri-dengan

pendudiik-sudah jauh:di-bawzh ratio
‘yang ‘disarankan PBB'yaitu 1:500,
yaitzmelebihi 1:1000; telah membuat
‘Polri- menjadi kepolisian terkecil 4di
dunia:{sekarang '1:1200 $Secara’ nasic-
‘nal)..Di-daerah-daerah sudah/banyak
Polres - dengan 'ratio*1:3000, sbahkan
-ada yang 1:5000). Keadaan ini sudah

‘tidak: memungkinkan:Pold di; lapang-

an bertugas sepem dahuly,“yaitu:24
jam sehari, 7 hari seminggu dengan
pembagian 3 ploeg sehari yaitu3 x 8
jam (Ditambah ]agi dengan relatif

-onal dan ‘sarana, telah mengakxbatkan

sukamya bagi Polri untuk melaksana-
kan: tugasnya. sebagai. alat negara
penegak thukum dan -sebagai: pelin-
dung, pengayom dan pelayan masya-

Padahal 1lmu ‘dan ieknologl ke-
polisian telah bertambak maju dengan
cepat sekali. dan -canggih.  Sekarang
masih banyak Sekter Polisi yang lebik
3000 jumiahnya memiliki hanya satu



sepeda motor dan tanpa ‘memiliki alat
‘komunikasi: yang dxperlukan dalam
pelaksanaan tugas. ©. e
< Selama bertahﬂn-tahun waktu pen-
‘didikan - tamtama - Polri**disamakan
“dengan Angkatau ‘Darat, yaitu: 4
bulan,“sedangkan semenjak  Hindia
“Belanda, ‘pendidikan’ ‘tamtama- (agen
polisi)tidak::pemnah kumng darz 9
ébulansampailtahun L

% Rencana pengadaan 2 kapai patroh
‘Polri. berukuran 400 ton pada tahun
1981 (pada tahun *50-an,” Polri ‘telah
-memiliki: beberapa kapal  berukuran
-500 ton) ‘yang telah disetujui Presiden
.dan -+ dipersiapkan "MENRISTEK,
Dirut PAL; Prof:'DR. Ing. Habibie di
-,:galangan kapal Jerman dan; dzselesaz-

!xdak dlserahkan pada Poln, tap1 pada
.Angkatan Laut, karena anggaran yang
-terpusat “dan: du:etapkan di-MABES
/ABRI Juga sesudah AL mendapatkan
-390 kapai perang ex Jerman Timur, 2
‘kapal . patroli . :polisi_tersebut tidak
-diserahkan pada Polri; : :

~ » Demi peningkaian penegakan hu-
:kum di'negara ini, pada‘tahun 1981,
diundangkan: Kitab Undang‘-‘iUndang
‘Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang
baru, yeitu:UU No. 8 tahun 1981,
‘yang: dianggap ' sebagaiv "karya
-agung” di:mana Polri- ‘dinyatakan
sebagai penyidik-utama, juga meng-
koordinasikan dan mengawasi Penyi-
dik Pegawai Negeri. Sipil .{(PPNS)
-yang cukup banyak jumlahnya. ...
-+»Dengan’ diundangkannya  ketentu-
an-ketentuan pokok ‘pertahanan ke-
amanan-RI (UU No. 20 tahun 1982)

*Undangd.mdang Kepm;unta

‘dalam’ penjeiasan menegaskan bahwa

'dipisah; dipersdtukan -kembali- d"l'm

‘unsur

yang: tetap- membedakan - Angkatan

-Perang- dan-Pols, | menentukax - pula

bahwa Polri secara operasional’ber-

tanggung - jawab * pada’ Menhankam
dan: di- bxdang pembmaan
Pangab ;

“Pada - tahun 1988 dmndan

No.'2 tahun 1988), yang'meny
Polri tunduk kepada’ bukuim
termasuk daIam kewenangan
an mnhtar TR :

Undang-undang No. 28
1997, ‘tentang’ Kepohs:an Neg

Polri ‘bukan militer dan bertangy ng
jawab kepada Menhankam di‘bidan;
operasional dan* kepada Panga
bidang pembinaan.~

Seperti dimaklumi, jaba'tan :
hankam dan Pangab yang dulu pernah

Kabmet Reformasi Pembangunan.

KUHAP men;amm perimdungan
hak azasi manusia jauh lebili baik ¢ "'n
HIR, : . ,
Polri (peny;dik) Ke;aksaan" (penun—
tutan), Peradilan (Hakim) ‘dan’ Pe-
masyarakatan " (correctional “institi-

‘tion)." Sistem peradilan pidana -yang

baru " menuntut - otonomi- masing-
masing: unsur.” Untuk 1ebih menye-
rasikan’ hubungan ker;a antara ‘unsur-
“tersebut ~“dibentuk - foriim
MAKEHJAPOL,;  yang terdiri-*“dari
Ketua~ Mahkamah Agung, “Menteri
Kehakiman, Jaksa Agung, KAPOLRI.
Ketiga pejabat -selain KAPOLRI
berkedudukan sebagai Menteri:idan
Ketua Lembaga - Tinggi Negara,



murlak perlu duk __ngan pembmaan
«dari: susunan -organisasi, sistem: ad-
ministrasi - personil; isistem: adminis-
arais materielflogistik - {nienyangkut
teknologi kepolisian), sistem adminis-
:trasi. keuangan; - perencanaan, - peng-
anggaran . dan - pengawasan, - maka
-praktek selama ini. yang dilatarbela-
kangi: oleh kepentingan’ -integrasi
ABRI ierpusat di MABES. : ABRI
seyogyanya.dirubah dan memberikan
otonomi admmzstrasx pembmaan bagi

o D.i-;iingkungaxi-' Poln' ;s_e_nd_in' -aperlu
segera. dilaksanakan. " desentralisasi
pada tingkat Polres (Komando ope-
rasional dasar), karena Polreslah yang

EX Pe!n

tahun-

mempakan ‘kesatuan - kewilayahan
yang.’ langsung hezsemuhan dengan

rakyat, Polres. harus segera; dxperkuat,

baik - personil:. Akuantitatif -dan. kuali-
tatif), maupun saran dan anggaran. '

dnl termasuk refomas1 Polri- yang
harus :segera " dilaksanakan, Seomng

KAPOLRES ‘harus memiliki . kuali
. fikasi;yang-lebihs tmggx seperti. ke»-_
pemimpinan, -mana, 'enal dan'tekms '

kepo!as:an

dalam ?erhandmgaxa
dengan Kepahsaan Lain Negara

. ?_ukﬁ"dan tuhsamiuhsan mengenan

masmg negara berkeﬁabang menumt
sejarah negara yang bexsangkutan,

sistem ~politik *dan - “ketatanegaraan,

serta- undang-undang dan - falsafah
yang dianut,” namun seiama 40-50
‘yang “‘akhir.« ini* semuanya
mengarah ke mational: police system
atau -nationally - coordinated . police.
Malaysia, . misalnya, walaupun . me-
rupakan negara - federal; Polis Dimaja
Malaysia ;. adalah. National -Police.
Filipina 'yang pemah;-mengenal;--’.:’local
police : system” . seperti- ‘Amerika
Serikat - dan - Constabulary, - melalui
Integrated National Police, sekarang
memiliki - National Police. Jepang



yang: sebelum Perang-Dunia ‘I me-
miliki -‘National Police dipaksa Ame-
rika untuk* mencontoh * local police
system, khxmy kembah ke natmnal

Walaupun terdapat ‘perbedaan sis-
tem pohnk dansisterm pemenutahan
karena - semua “kepolisian " diatur
dengan undang—undang sebagai pene-
gak: hukum, "pelindung .dan"pelayan
masyarakat (semboyan polisi - Ame-
rika "Protector and Servant”, Jerman
ZDen . Freund und He!fer") Ke-
mampuan: téknis:: profesional ;- dan
teknoiogl kepolisian dapat_dikatakan
sama sepem sc;enhflc cemmual
investigation dengan herbagal ca-
bangnya, forensic science and iabo-
ratory, pohs: lalu lmtas crowd and
';ndt contml

_KAren_a_ pmfesionaiisme ;yang khas
itu, . kepolisian - umumnya. -otonom
«dalam bidang -operasional..dan - di-
dukung oleh . anggaran, sarana .dan
personil yang memadai. .- . o

. Seperti -diuraikan ‘ferdahuly, ‘ke-
polisian - di+-dunia+'selalu - memper-
hitungkan * police-population * ratio.
Indonesia sekarang “sudah 1:1.200,
sedangkan :India ‘yang penduduknya

hampir 1 milyar memiliki ratio 1:700.

Pakistan 1:600; Malaysia,* Singapur,
Jepang, rationya ~di "bawah - 1:400,
Pedoman PBB adalah 1:500.

 Semua negam ‘juga membuat
pengaturan’ tentang kapan ‘dan’cira
bantuan  Angkatan Perang bila ‘diper-
lukan . (Indonesia: UU Keadaan: Pe-
rang tahun 1959 dan Undanng-
undang No. 28/1997).

“Juga kepolisian di dl_mia'lm iki
code of ‘ethics and ‘code of
tersendiri (Poin Tnbrata dan
Prawetya) AR :

X Periu Reformasg Kepﬂa!”sa

Endonesm o
_ Berdasarlcan uralan smgka di.ata;
kiranya, jelas, perkembangan, Instons
Pols, perbandmgan dengan kepehs:«
an- negara-negara lain serta. -melihat
realitas_ Polri bari ini, makan ntuk
mengantzsxpasx funtutan dan tantangan
masa depan, Polri memerlukan‘refor—
masi dalam mngka tunfutan refomxa;;n
total yang sekarang sedang be:}alan.

Tu_juan integrasi -ABRI-yang. di-
mu!ax tahun 1967, yaitu . samanya
mental ‘kejuangan ‘dan.militansi bagi
seluruh: Angkatan Perang dan Polr
kiranya sudah tercapai, “makayang
penting sekarang dan dimasa depan
adalah profesionalisme demi: keber-
hasilan pelaksanaan tugas: yang me-
mang ‘berbeda antarz Angkatan'Pe~
rang dan Polisi.

Mengejar ketmggaian Poln dan
membangun  Polr  yang mampu
menghadapi tantangan abad XXI, era
globalisasi dengan kemajuan ilmu dan
teknologi yang pesat, demi keamnanan
dan  ketertiban * masyarakat sesuai
dengan “tata tenitrem-kerta raharja”,



harus segera diadakan's eforimasi. Kita.

harus menyiapkan aga
anak cuce kita'ti
“fear of crime”,

jiwa dan harta bendanya serta ke-
adilan dengan kepastian hukum yang
meiindungi hak azasinya

Polri harus segera diberikan cto-

© .nomi operasional dan pembinaan

karena hanya dalam. otonomi akan
_iimbul kreativitas dan inovasi yang
meiahzrkan pniaku dan et
yang dlhampkan masyarakat

ABRI '}sepert; tér]:hat daiam se_]a'rah

: selama kemerdek

yaitu msa takut i
setaap saal mengancam kese}amatan- -

Menteri ; (waktu

rada langs‘iiizg '

demokrasi pariem
Presiden, pada

perin ditinjau berapa 'undang—undang:*
dan perlu dipersiapkan follow-up
administratif teknisnya.

Mana yang baik bagi mkyat it
pula yang baik bagi Pold, seirama
déngan " ucapan” Men}]ankamJPangab
Jenderal - Wiranto, mana yang baik
bagi mkyat ﬁu pulal yang ‘baik bagi
ABRIO (Pwui!s adalah m_Besar Aéml-
njstraslNegmUI) e






